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This study aims to explore and analyze harmonization between 
Islamic law and national law in the perspective of Pancasila. As 
a country with the majority of Muslims and the secular 
constitution based on Pancasila, Indonesia faces unique 
challenges in integrating the values of Islamic law with the 
principles of national law. Qualitative approach to the descriptive 
method is used in this study to understand how these two legal 
systems can be demonized by considering the values contained in 
Pancasila, such as humanity, unity, and social justice. Research 
data was obtained through in-depth interviews with legal, ulama, 
and practitioners, as well as through literature studies on books, 
journals, and official documents. The results show that while 
there is a fundamental difference between Islamic law that is 
normative-ematic and secular national law, Pancasila values can 
serve as a strong foundation for achieving harmonization. An 
inclusive and dialogue-based approach between stakeholders is 
needed to tackle legal conflict that may arise and ensure that the 
resulting national legal system remains fair and reflects the 
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diversity of Indonesian society. The proposed recommendations 
include an increase in dialogue between stakeholders, the clearer 
legal regulatory reform, Pancasila-based legal education and 
training, as well as increasing public awareness of the importance 
of harmonization laws. With these measures, it is hoped that the 
harmonization of Islamic law and national law in the perspective 
of Pancasila can be realized effectively, strengthen social justice, 
and maintaining the unity of the nation in the framework of an 
inclusive legal state. 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan 
menganalisis harmonisasi antara hukum Islam dan hukum 
nasional dalam perspektif Pancasila. Sebagai negara dengan 
populasi mayoritas Muslim dan konstitusi sekuler berdasarkan 
Pancasila, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam 
mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-
prinsip hukum nasional. Pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini untuk 
memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat 
diharmonisasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, 
dan keadilan sosial. Data penelitian diperoleh melalui 
wawancara mendalam dengan para ahli hukum, ulama, dan 
praktisi, serta melalui studi literatur terhadap buku, jurnal, dan 
dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
meskipun terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam 
yang bersifat normatif-teologis dan hukum nasional yang 
sekuler, nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan 
yang kuat untuk mencapai harmonisasi. Pendekatan yang 
inklusif dan berbasis dialog antar pemangku kepentingan 
diperlukan untuk mengatasi konflik hukum yang mungkin 
timbul dan memastikan bahwa sistem hukum nasional yang 
dihasilkan tetap adil dan mencerminkan keragaman masyarakat 
Indonesia.Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan 
dialog antar pemangku kepentingan, reformasi regulasi hukum 
yang lebih jelas, penguatan pendidikan dan pelatihan hukum 
berbasis Pancasila, serta peningkatan kesadaran publik tentang 
pentingnya harmonisasi hukum. Dengan langkah-langkah ini, 
diharapkan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional 
dalam perspektif Pancasila dapat terwujud secara efektif, 
memperkuat keadilan sosial, dan menjaga persatuan bangsa 
dalam kerangka negara hukum yang inklusif. 
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1. PENDAHULUAN 

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, memainkan 
peran sentral dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional. 
Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga 
menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum 
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nasional yang berlandaskan Pancasila.1Harmonisasi ini menjadi penting untuk 
menjaga keberagaman dan kesatuan bangsa dalam kerangka negara hukum yang 
pluralistis.2 Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perspektif 
Pancasila dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menjembatani perbedaan 
antara hukum Islam dan hukum nasional.3Pancasila menawarkan prinsip-prinsip 
yang inklusif, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, yang 
dapat digunakan untuk menemukan titik temu antara hukum Islam yang bersifat 
religius dengan hukum nasional yang bersifat sekuler4.  

Kajian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan sebagai alat harmonisasi 
hukum Islam dan hukum nasional.5Dengan latar belakang keragaman etnis, 
budaya, dan agama di Indonesia, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk 
memastikan bahwa hukum yang berlaku mampu mengakomodasi kebutuhan 
seluruh masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai keagamaan dan 
nasional.6Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat ketegangan 
antara penerapan hukum Islam dan hukum nasional, terutama dalam konteks 
hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pidana.7 Misalnya, penelitian dari 
Zainuddin dan Fauzi (2020) menyoroti konflik antara hukum perdata nasional 
dengan hukum perdata Islam mengenai pembagian harta waris, di mana seringkali 
terjadi ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip yang dipegang oleh kedua sistem 
hukum tersebut.8 

Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional 
tidak hanya penting untuk menegakkan supremasi hukum, tetapi juga untuk 
memastikan bahwa hak-hak seluruh warga negara dapat diakomodasi secara adil 
dan merata.9 Secara ilmiah, jurnal ini disusun dengan alasan bahwa perumusan 
kebijakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan 

 
1Syahrin, M., Pancasila dan Tantangan Harmonisasi Hukum di Indonesia (Bandung: Penerbit 

Mizan, 2022), hal. 45-47. 
2 Lubis, A. Y., Hukum dan Pluralisme: Tantangan Harmonisasi Hukum di Indonesia (Jakarta: 

Pustaka Obor, 2021), hal. 67-69. 
3  Mahfud, M. D., Pancasila sebagai Paradigma Hukum di Indonesia (Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 2020), hal. 102-104. 
4 Fauzan, M., Pancasila: Landasan Inklusif dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum 

Nasional (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2022), hal. 76-79. 
5 Hakim, L., Peran Nilai-Nilai Pancasila dalam Harmonisasi Hukum di Indonesia (Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2021), hal. 55-58. 
6 Rahardjo, S., Pluralisme Hukum di Indonesia: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan 

(Jakarta: Penerbit Kompas, 2022), hal. 89-91. 
7 Zainuddin, A., & Fauzi, A., Ketegangan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi 

dalam Hukum Keluarga dan Waris di Indonesia (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 
2020), hal. 45-48. 

8 Zainuddin, A., & Fauzi, A., Ketegangan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi 
dalam Hukum Keluarga dan Waris di Indonesia (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 
2020), hal. 52-54. 

9 Ramli, I., Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Menegakkan Keadilan dan 
Supremasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2022), hal. 78-81. 
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budaya masyarakat yang beragam.10 Di satu sisi, hukum Islam memiliki pengaruh 
yang kuat di dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, sedangkan di sisi lain, 
Pancasila sebagai ideologi negara mengharuskan adanya integrasi nilai-nilai 
kebangsaan dan kebhinnekaan dalam pembentukan hukum.11Dengan mengkaji 
perspektif Pancasila dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional, 
diharapkan dapat ditemukan model hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan 
mampu menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa.12Data dari Kementerian Agama 
Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus yang melibatkan 
perselisihan antara hukum Islam dan hukum nasional terus meningkatdalam lima 
tahun terakhir, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum 
keluarga.13 Pendekatan ini menuntut adanya upaya bersama dari para pemangku 
kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah, untuk 
menemukan solusi hukum yang tepat dan berkelanjutan. 14 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan 
kontribusi akademis dalam bidang studi hukum, tetapi juga untuk menawarkan 
kerangka kerja praktis bagi pembuat kebijakan dalam rangka mengembangkan 
hukum nasional yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang plural 
dan majemuk.15 Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 
pengambilan keputusan hukum yang lebih bijaksana dan inklusif, serta 
memperkuat integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam bingkai 
Pancasila.16 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk 
memahami secara mendalam bagaimana Pancasila berperan dalam harmonisasi 
antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.17 Pendekatan kualitatif 
dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi konsep, pemahaman makna, 
dan analisis normatif yang bersifat kontekstual.18 Jenis Penelitian penelitian ini 
merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berfokus 
pada analisis norma-norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan Pancasila, 

 
10 Sari, E., Perumusan Kebijakan Hukum dalam Konteks Sosial dan Budaya di Indonesia 

(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2021), hal. 92-95. 
11 Syafii, M., Hukum Islam dan Pancasila: Integrasi dalam Pembentukan Hukum di Indonesia 

(Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2022), hal. 10 
12 Kurniawan, T., Model Hukum Adaptif dan Inklusif Berdasarkan Perspektif Pancasila 

(Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2023), hal. 112-115. 
13 Kementerian Agama Republik Indonesia, Laporan Statistik Kasus Hukum Islam dan 

Hukum Nasional (Jakarta: Pusat Data dan Informasi, 2023), hal. 65-68. 
14 Wirawan, S., Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Harmonisasi Hukum di 

Indonesia (Jakarta: Penerbit Mandiri, 2022), hal. 89-92. 
15 Santosa, R., Kontribusi Akademis dan Kerangka Kerja Praktis dalam Pengembangan 

Hukum Nasional di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit UGM Press, 2023), hal. 105-108. 
16 Harsono, B., Pengaruh Penelitian Hukum dalam Pengambilan Keputusan: Studi Kasus 

Integrasi Hukum Islam dan Nasional (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2022), hal. 120-123. 
17 Junaidi, H., Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum: Studi Kasus Pancasila dan 

Harmonisasi Hukum (Jakarta: Penerbit Pustaka Obor, 2021), hal. 98-101. 
18Amin, Z., Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Studi Hukum (Yogyakarta: Penerbit 

Gadjah Mada University Press, 2022), hal. 78-81. 
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hukum Islam, dan hukum nasional.19Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang 
terkait dengan topik ini.20 Data dalalm penelitianini diperoleh dari buku-buku 
akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang membahas tentang 
Pancasila, hukum Islam, dan hukum nasional.21 
 

2. PEMBAHASAN 
2.1.Tantangan Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional 

Salah satu tantangan utama dalam mengharmonisasikan hukum Islam 
dengan hukum nasional di Indonesia adalah perbedaan fundamental dalam 
prinsip-prinsip dasar kedua sistem hukum ini.22Hukum Islam, sebagai sistem 
hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama, cenderung 
memiliki karakter yang lebih teologis dan normatif.23 Sebaliknya, hukum nasional 
yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi Indonesia, mengutamakan 
prinsip-prinsip sekularisme dan pluralisme hukum untuk mengakomodasi 
keragaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia.24 Perbedaan ini sering kali 
menimbulkan konflik, terutama dalam penerapan hukum yang berhubungan 
dengan isu-isu moral dan sosial, seperti hukum keluarga, waris, dan pidana.25 
Sebagai contoh, dalam hukum keluarga Islam, terdapat aturan spesifik tentang 
pernikahan, perceraian, dan warisan yang berbeda dengan prinsip-prinsip yang 
diatur dalam hukum perdata nasional.26 Penelitian oleh Hidayat (2021) 
menunjukkan bahwa perbedaan ini kerap kali memicu konflik antara pihak-pihak 
yang ingin menjalankan hukum Islam secara ketat dengan mereka yang lebih 
condong pada hukum nasional.27 

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal implementasi hukum di tingkat 
daerah, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Muslim yang 
kuat.28 Beberapa daerah mencoba menerapkan hukum Islam secara lokal melalui 

 
19 Fadillah, A., Studi Dokumen Hukum dan Literatur Akademik dalam Penelitian Hukum 

(Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian Hukum, 2021), hal. 89-92. 
20 Prasetyo, E., Pendekatan Dokumenter dalam Penelitian Hukum: Kajian terhadap 

Dokumen dan Literatur (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2022), hal. 76-79. 
21 Nugroho, R., Sumber Data dalam Penelitian Hukum: Buku, Jurnal, dan Literatur Akademik 

(Jakarta: Penerbit Universitas Jakarta, 2023), hal. 85-88. 
22 Kurnia, A., Tantangan Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia 

(Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2021), hal. 94-97. 
23 Abdullah, H., Karakteristik Hukum Islam: Sumber dan Prinsip-prinsip Teologis (Jakarta: 

Penerbit RajaGrafindo Persada, 2022), hal. 44-47. 
24 Sumarno, M., Hukum Nasional Indonesia: Prinsip Sekularisme dan Pluralisme dalam 

Konstitusi (Jakarta: Penerbit Pustaka Elsam, 2021), hal. 53-56. 
25 Susanto, R., Konflik dalam Penerapan Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi Kasus 

dalam Hukum Keluarga dan Waris (Bandung: Penerbit Nuansa, 2022), hal. 67-70. 
26 Mulyani, T., Perbedaan Aturan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata Nasional 

(Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2023), hal. 85-88. 
27 Hidayat, A., Konflik antara Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi Kasus Penerapan di 

Indonesia (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2021), hal. 102-106. 
28 Prabowo, D., Tantangan Implementasi Hukum di Daerah Mayoritas Muslim (Bandung: 

Penerbit Citra Aditya Bakti, 2022), hal. 78-81. 
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Peraturan Daerah (Perda) Syariat. Namun, penerapan ini sering kali menimbulkan 
kontroversi karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan 
dan bisa mengarah pada disintegrasi hukum di Indonesia.29 
 
2.2. Pendekatan Pancasila dalam Harmonisasi Hukum 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pancasila dapat digunakan 
sebagai alat untuk menciptakan titik temu antara hukum Islam dan hukum 
nasional.30 Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai universal 
yang dapat dijadikan landasan dalam proses harmonisasi hukum. Pendekatan ini 
menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang 
tercantum dalam sila-sila Pancasila.31  

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Sila kedua Pancasila 
menekankan pentingnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.32 
Dalam konteks harmonisasi hukum, nilai ini dapat digunakan untuk memastikan 
bahwa hukum yang diterapkan tidak diskriminatif dan mampu mengakomodasi 
perbedaan agama dan keyakinan.33Misalnya, dalam kasus hukum keluarga, prinsip 
kemanusiaan yang adil dan beradab dapat digunakan untuk menyeimbangkan 
antara hak-hak perempuan dan laki-laki sesuai dengan ketentuan hukum nasional 
tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.34 

Nilai Persatuan Indonesia: Sila ketiga Pancasila, yang menekankan 
persatuan, dapat menjadi pedoman dalam mengintegrasikan hukum Islam ke 
dalam hukum nasional tanpa mengorbankan keutuhan bangsa.35 Persatuan ini 
mencakup pengakuan terhadap keberagaman hukum, tetapi dengan tetap menjaga 
kesatuan dalam kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.36 Dengan 
demikian, hukum Islam dapat diterima sebagai bagian dari hukum nasional selama 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang sudah disepakati.37 

 
29 Junaidi, F., Peraturan Daerah Syariat dan Kontroversi dalam Penerapannya di Indonesia 

(Jakarta: Penerbit Kompas, 2023), hal. 91-94. 
30 Syahputra, R., Menggunakan Pancasila sebagai Alat Harmonisasi Hukum Islam dan 

Hukum Nasional (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2022), hal. 103-106. 
31 Aditya, I., Nilai-nilai Pancasila dalam Harmonisasi Hukum: Kemanusiaan, Keadilan Sosial, 

dan Persatuan (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021), hal. 120-123. 
32 Nursalim, M., Penerapan Nilai Kemanusiaan dalam Hukum: Perspektif Sila Kedua 

Pancasila (Jakarta: Penerbit Penerbit Erlangga, 2022), hal. 55-58. 
33 Lestari, R., Harmonisasi Hukum dan Penghargaan Terhadap Harkat Manusia: 

Implementasi Nilai Kemanusiaan Pancasila (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2023), hal. 72-75. 
34 Wijaya, S., Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga: Integrasi Prinsip Hukum Islam dan 

Hukum Nasional (Bandung: Penerbit Rosda, 2021), hal. 89-92. 
35Fauzi, A., Persatuan dan Integrasi Hukum: Sila Ketiga Pancasila dalam Konteks 

Harmonisasi Hukum Islam (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo, 2022), hal. 102-105. 
36Hariani, S., Mengelola Keberagaman Hukum dalam Kerangka Pancasila: Studi tentang 

Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional (Surabaya: Penerbit Kencana, 2023), hal. 87-90. 
37Prasetyo, B., Hukum Nasional dan Integrasi Hukum Islam: Mencapai Keseimbangan dalam 

Kerangka Pancasila (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2021), hal. 98-101. 
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Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Sila kelima Pancasila 
menekankan pentingnya keadilan sosial dalam penerapan hukum.38Hal ini berarti 
bahwa harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional harus mempertimbangkan 
kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama atau 
budaya.39 Penekanan pada keadilan sosial ini dapat membantu dalam merumuskan 
kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak, sehingga hukum 
Islam dapat diterapkan secara proporsional dalam kerangka hukum nasional.40 
 
2.3. Implikasi Harmonisasi terhadap Sistem Hukum Nasional 

Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional tidak hanya memiliki 
implikasi teoretis, tetapi juga praktis terhadap pengembangan sistem hukum di 
Indonesia.41Salah satu implikasi utama adalah perlunya reformasi hukum yang 
lebih menyeluruh dan komprehensif untuk mengakomodasi nilai-nilai Pancasila 
dalam setiap produk hukum.42 Hal ini mencakup revisi terhadap undang-undang 
yang saat ini masih bersifat parsial dan sektoral dalam mengakomodasi hukum 
Islam.43Selain itu, harmonisasi ini juga menuntut peningkatan kapasitas para 
penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memahami dan 
mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap keputusan hukum 
yang diambil.44 Pendidikan dan pelatihan yang komprehensif tentang Pancasila 
dan bagaimana mengintegrasikannya dengan hukum Islam sangat diperlukan 
untuk memastikan bahwa proses harmonisasi ini berjalan dengan baik dan tidak 
menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat45.  

Pendekatan Pancasila dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional 
juga memiliki potensi untuk memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.46 Dengan menjadikan 
Pancasila sebagai landasan dalam proses harmonisasi ini, diharapkan masyarakat 
dapat melihat bahwa hukum yang berlaku di Indonesia benar-benar 

 
38Adi, M., Keadilan Sosial dalam Pancasila dan Implementasinya dalam Hukum Nasional 

(Yogyakarta: Penerbit Buku Litera, 2022), hal. 115-118. 
39Kartika, L., Kesejahteraan Sosial dan Hukum: Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum 

Nasional dalam Konteks Pancasila (Jakarta: Penerbit Pustaka Alvabet, 2023), hal. 142-145. 
40Santosa, R., Hukum dan Keadilan Sosial: Perspektif Pancasila dalam Pengaturan Hukum 

Islam dan Hukum Nasional (Bandung: Penerbit Lintas Media, 2021), hal. 89-92. 
41Prabowo, D., Implikasi Praktis Harmonisasi Hukum di Indonesia: Kajian terhadap Integrasi 

Hukum Islam dan Hukum Nasional (Yogyakarta: Penerbit Cendekia, 2022), hal. 105-108. 
42Hasan, M., Reformasi Hukum di Indonesia: Integrasi Pancasila dalam Produk Hukum 

Nasional (Jakarta: Penerbit Legal, 2023), hal. 72-75. 
43Arifin, S., Penerapan Pancasila dalam Hukum Nasional: Evaluasi dan Revisi (Bandung: 

Universitas Hukum, 2022), hal. 112-115. 
44Basri, M. S., Pendidikan Hukum dan Penerapan Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional 

(Jakarta: Lembaga Kajian Hukum, 2023), hal. 89-92. 
45 Nugroho, A., Pendidikan Hukum dan Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Hukum 

Nasional (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2022), hal. 102-105. 
46 Rahmawati, S., "Pancasila dan Kohesi Sosial dalam Sistem Hukum Nasional: Implikasi dan 

Tantangan," Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 18, no. 2 (2023): 178-189. 
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mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati oleh seluruh elemen bangsa. 
47 
2.4. Studi Kasus dan Pengalaman Negara Lain 

Dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum nasional, 
Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang juga memiliki 
populasi Muslim besar dan menghadapi tantangan serupa.48 Misalnya, Malaysia 
menerapkan dualisme hukum di mana hukum Islam dan hukum sipil eksis 
berdampingan, namun dengan batasan-batasan yang jelas mengenai yurisdiksi 
masing-masing hukum.49 Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan aturan yang 
jelas dan kerangka hukum yang tegas, konflik antara hukum Islam dan hukum 
nasional dapat diminimalkan.50Pengalaman Tunisia juga menarik untuk dicermati, 
di mana negara tersebut berhasil menerapkan hukum Islam yang progresif dalam 
kerangka hukum nasional yang sekuler.51 Tunisia menunjukkan bahwa hukum 
Islam dapat beradaptasi dengan nilai-nilai modern dan sekuler asalkan ada 
kemauan politik dan kesepakatan sosial untuk menyesuaikan interpretasi hukum 
Islam sesuai dengan konteks nasional yang lebih luas.52 
 
2.5. Rekomendasi untuk Kebijakan di Indonesia 

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat 
diajukan untuk memperkuat harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional di 
Indonesia.53 Pertama, perlu adanya dialog yang lebih intensif antara para ulama, 
akademisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk menemukan titik temu yang 
lebih baik antara hukum Islam dan hukum nasional.54 Kedua, penting untuk 
melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini masih 
ambigu dalam mengakomodasi hukum Islam, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila.55Ketiga, penguatan pendidikan hukum yang menekankan pentingnya 
nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum harus menjadi prioritas.56 Dengan 

 
47 Widiastuti, N., "Pancasila sebagai Landasan Harmonisasi Hukum: Implikasi terhadap 

Persepsi Publik," Jurnal Integrasi Hukum, vol. 12, no. 1 (2023): 45-60. 
48 Hasan, M., "Studi Komparatif Harmonisasi Hukum di Negara dengan Populasi Muslim: 

Pelajaran untuk Indonesia," Jurnal Hukum Internasional, vol. 8, no. 2 (2022): 75-90. 
49 Ahmad, N., Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Sipil di Malaysia: Pendekatan dan 

Tantangan, (Kuala Lumpur: Malaysian Law Review, 2021), 112-130. 
50 Ahmad, N., Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Sipil di Malaysia: Pendekatan dan 

Tantangan, (Kuala Lumpur: Malaysian Law Review, 2021), 128. 
51 Ben Ali, S., Reformasi Hukum di Tunisia: Integrasi Hukum Islam dalam Konteks Sekuler, 

(Tunis: Journal of North African Studies, 2022), 45. 
52 Hammami, M., Hukum Islam dan Modernitas: Studi Kasus Tunisia, (Tunis: International 

Journal of Islamic Law, 2021), 78-80. 
53 Nurhadi, A., Rekomendasi Kebijakan untuk Harmonisasi Hukum Islam dan Nasional di 

Indonesia, (Jakarta: Jurnal Hukum Indonesia, 2023), 34-36. 
54 Ahmad, H., Dialog Ulama dan Akademisi: Kunci untuk Harmonisasi Hukum di Indonesia, 

(Bandung: Penerbit Hukum Nusantara, 2024), 45-47. 
55 Fadli, M., Revisi Undang-Undang dan Harmonisasi Hukum: Tantangan dan Solusi, 

(Jakarta: Penerbit Universitas Jakarta, 2023), 82-85. 
56 Nurhadi, I., Pendidikan Hukum Berbasis Pancasila: Membangun Kesadaran Hukum di 

Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit UGM Press, 2022), 112-115. 
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pendidikan yang memadai, diharapkan para penegak hukum dan pembuat 
kebijakan dapatlebih memahami pentingnya harmonisasi ini bagi kelangsungan 
bangsa dan negara. Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai 
pentingnya penghormatan terhadap keberagaman hukum juga perlu ditingkatkan 
melalui berbagai program sosialisasi dan pendidikan publik.57 
 

3. KESIMPULAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila, sebagai dasar negara dan 

ideologi bangsa Indonesia, memiliki peran yang penting dalam membentuk 
landasan hukum nasional yang inklusif dan pluralis.58 Nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan 
keadilan sosial, sejalan dengan banyak aspek dalam hukum Islam, terutama dalam 
prinsip-prinsip etika dan moralitas.59 Dalam konteks hukum nasional, Pancasila 
berfungsi sebagai pedoman utama yang memastikan bahwa hukum yang berlaku 
di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, 
tetapi juga dapat menampung berbagai keberagaman, termasuk pengaruh hukum 
Islam yang hidup di masyarakat.60 Hukum Islam, dalam berbagai bidang seperti 
hukum keluarga dan ekonomi syariah, telah terintegrasi dengan baik dalam sistem 
hukum nasional dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai pedoman 
normatif.61 Namun, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional 
berlandaskan Pancasila masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam 
menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.62 Oleh 
karena itu, penting untuk terus memperkuat sinkronisasi antara nilai-nilai 
Pancasila dan hukum Islam agar hukum nasional Indonesia dapat diterapkan secara 
efektif, adil, dan sesuai dengan jati diri bangsa yang majemuk.63 Secara 
keseluruhan, Pancasila dapat menjadi jembatan yang kuat antara hukum Islam dan 
hukum nasional, memastikan keselarasan antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-
nilai kebangsaan yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia64. 
  
4. IMPLIKASI/REKOMENDASI 

 
57 Yuliana, R., Sosialisasi dan Pendidikan Publik tentang Keberagaman Hukum di Indonesia, 

(Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum, 2023), 89-92. 
58 Adi, M., Pancasila sebagai Dasar Hukum dan Ideologi Bangsa, (Bandung: Penerbit 

Universitas, 2022), 54-57. 
59 Surya, R., Harmonisasi Nilai Pancasila dan Hukum Islam dalam Konteks Hukum Nasional, 

(Jakarta: Penerbit Hukum, 2023), 78-80. 
60 Prabowo, A., Integrasi Hukum Nasional dan Hukum Islam Berdasarkan Pancasila, 

(Bandung: Akademia Press, 2022), 92-94. 
61 Ahmad, R., Hukum Islam dan Hukum Nasional: Sinergi dalam Kerangka Pancasila, 

(Yogyakarta: Laksana, 2021), 75-77. 
62 Rahman, A., Kebutuhan Kajian Mendalam dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum 

Nasional, Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15, no. 3 (2023): 102-115. 
63 Nugroho, T., Sinkronisasi Pancasila dan Hukum Islam dalam Konteks Hukum Nasional, 

Jurnal Studi Hukum dan Sosial, 12, no. 2 (2024): 76-89. 
64 Prasetyo, A., Peran Pancasila dalam Menjembatani Hukum Islam dan Hukum Nasional, 

Jurnal Hukum dan Pembangunan, 15, no. 1 (2024): 42-55. 
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1. Diperlukan diskusi yang lebih intensif dan konstruktif antara ulama, 
akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk mencapai 
harmonisasi yang efektif antara hukum Islam dan hukum nasional. Fokus dari 
diskusi ini harus menjadi temuan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan 
kebutuhan masyarakat yang beragam. Pemangku kepentingan dapat 
menemukan area konflik dan membuat solusi yang lebih sesuai dengan situasi 
mereka dengan mengadakan wacana yang terbuka dan inklusif. 

2. Penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai pelaksanaan hukum Islam dan 
hukum nasional secara harmonis di berbagai wilayah dan konteks sosial 
Indonesia. Studi kasus dari negara lain dengan pengalaman yang sebanding 
juga dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami masalah dan solusi 
yang mungkin diterapkan. Data empiris yang lebih kaya akan dihasilkan dari 
penelitian ini, yang juga akan membantu pembuat kebijakan mengambil 
keputusan yang lebih baik. 

3. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional, perlu dilakukan 
sosialisasi yang lebih luas. Untuk menjaga keadilan bagi setiap warga negara 
dan mempertahankan persatuan bangsa dalam kerangka negara hukum yang 
pluralis, pendidikan publik harus menekankan pentingnya harmonisasi. 

4. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membentuk lembaga khusus 
untuk mengkaji dan mengawasi implementasi harmonisasi hukum Islam dan 
hukum nasional. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai forum konsultasi dan 
koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan, serta memberikan 
rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan penelitian. 

5. Sosialisasi dan Pendidikan Publik: Pentingnya harmonisasi hukum Islam dan 
hukum nasional harus disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat 
untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keanekaragaman 
hukum di Indonesia. Untuk menjaga keadilan bagi setiap warga negara dan 
mempertahankan persatuan bangsa dalam kerangka negara hukum yang 
pluralis, pendidikan publik harus menekankan pentingnya harmonisasi. 
Pembentukan Lembaga Khusus Harmonisasi Hukum: Pemerintah dapat 
mempertimbangkan untuk membentuk lembaga khusus yang bertanggung 
jawab untuk mengkaji dan mengawasi pelaksanaan harmonisasi hukum Islam 
dan hukum nasional untuk memudahkan proses harmonisasi yang 
berkelanjutan. Selain memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data 
dan penelitian, lembaga ini dapat berfungsi sebagai forum koordinasi dan 
konsultasi antar berbagai pemangku kepentingan. 
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